BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan
digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang
membayar pajak tidak akan merasakan mamfaat dari pajak secara langsung,
karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan
pribadi. Pajak merupakan sumber dana pemrintah untuk melakukan

pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Jika membahas tentang pajak banyak para ahli memberikan batasan
tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani

yang diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam Waluyo (2007,h. 2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan

tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan menurut Sumitro dalam Suprianto (2001, h. 2) Pajak adalah
iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan Kekayaan dari kas rakyat kesektor

pemerintah berdasarkan Undang-Undang) yang dapat dipaksakan dengan tiada
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mendapat jasa timbale ( tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2.1.1 Fungsi Pajak

Secara umum fungsi pajak adalah untuk mengisi kas Negara dalam
rangka menjalankan pemerintahan atau salah satu sumber penerimaan Negara

yang hasilnya akan digunakan untuk kepentingan rakyat (Waluyo 2007, h. 3).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber

pendapatan [negarapintuk membiayai semua |pengeluaran| termasuk pengeluaran

pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi,

yaitu:

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan |negara,| pajak berfungsi untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin

negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

Biaya |ni dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak

digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja |pegawai, pelanja

barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan

pembangunan, |uang| dikeluarkan dari |tabungan pemerintah, yakni

penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan

pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan
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pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama
diharapkan dari sektor pajak.

. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhanekonomimelalui kebijaksanaan

pajak dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman|modal,

baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas
keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri,

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehinggalinflasi|dapat

dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang
efektif dan efisien.

. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk
membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai
pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada

akhirnya akan dapatmeningkatkan  pendapatan  masyarakat.
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2.1.2 Asas-asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-
asas pemungutan dalam memilih alternatif pemugutannya, sehingga terdapat
keserasian pemungutan pajak dengan tujuan asas yang masih diperlukan lagi yaitu
pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak
sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku An Inquiri into
theNature and Cause of the Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan
pajakhendaknya didasarkan pada :

a. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar
pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil
dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk
pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat

yang diminta.

b. Certainty
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena
itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak

yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan

saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat

wajib pajak memperoleh penghasilan.
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d. Economy
Secara ekonomi bahwa biayapemungutan dan biaya pemenuhan
kewajibanpajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin,
demikian pula beban yang pikul wajib pajak (Waluyo 2008, h. 13).

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang di kenakan terhadap
objek pajak berupa bumi dan/ atau bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan
oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam
pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Keterlibatan
pemerintah daerah dikarenakan persentase pembagian hasil penerimaannya

sebagian besar dialokasikan ke pemerintah daerah (Setiawan 2006,h. 325).

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa
tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan
adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah
dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan

(Resmi 2011, h. 230).

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan .
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1. KMK No0.201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi
dan Bangunan.

2. KMK No. 523/KMK.04/1998 Tentang Penentuan Klasifikasi dan
Besarnya Nilai Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajaki Bumi dan
Bangunan.

3. KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan
Organisasi Internasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan
Bnagunan yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bnagunan.

4. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./200- Tentang Tata Cara
Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai
Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-16/Pj.6/1998 Tentang Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003
Tentang Penyesuaian Besarnya nilai Jual Objek Pajak tidak kena Pajak
(NJOPTKP) PBB dan perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena

Pajak (NPOPTKP) BPHTB Tahun Pajak 2004.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang bersifat
kebendaan, sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 12 tahun 1994. PBB
dimaksudkan untuk menyederhanakan pertauran pajak yang lama, yang belum
mempunyai dasar hukum yang kuat. Pembaharuan sistem pajak ini meliputi
berbagai pungutan atas tanah dan bangunan, tariff pajak dan cara

pembayaran,dengan harapan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga

16
UNI VERSI TAS BUNG HATTA



penerimaan PPB juga akan meningkat.sedangkan yang menjadi tujuan dari PPB

adalah untuk ( Soemitro,1989) :

1. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga
mudah dimengerti oleh rakyat.

2. Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta
tak bergerak dan sekaligus menyerasikan pajak tersebut.

3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,sehingga rakyat
mengerti hak dan kewajibannya.

4. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai
undang-undang pajak yang sifatnya sama.

5. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk
menegakkan otonomi daerah dan untuk pembiayaan daerah.

6. Menambah penghasilan negara.

PBB merupakan pajak pusat tetapi hasil penerimaannya sebagian besar
diserahkan kepada pemerintah daerah,dengan imbangan 10 persen untuk
pemerintah pusat yang sepenuhnya harus disetor ke kas negara dan sebesar 90
persen yang terdiri dari 10 persen upah pungut; 16,2 persen untuk pemerintah
daerah provinsi; 64,8 persen untuk pemrintah daerah kota dan kabupaten. Hasil
penerimaan PBB merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun dicantumkan

dalam anggran Pendapatan dan belanja daerah.
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2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan

2.3.1 Jumlah wajib Pajak

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, penduduk yang besar akan
menggerakan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsakan tingkat output atau
produksi agregat yang lebih tinggi, dan pada akhirnya akan meningkatkan
pertumbuhan ekonmi yang didorong oleh pendapatan nasional. Insikindro (1994)
menyatakan bahwa peningkatan pendapatan nasional akan menaikkan NJOP,
sehingga semakin tinggi beban PBB yang harus ditanggung oleh Wajib pajak.
Kenaikan NJOP juga dapat menciptakan wajib pajak baru, dimana masyarakat
yang sebelumnya tidak ditetapkan sebagain wajib pajak pada akhirnya menjadi
wajib pajak baru. Oleh sebab itu, Insukindro menyimpulkan bahwa pertumbuhan

jumlah wajib pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan PBB.

Dengan penjelasan tersebut nampak jelas bahwa pertumbuhan penduduk
bila ditangani secara serius akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar
pajak. Hasil penelitian Makmur (2010) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak
sektor perkotaan dan sektor perdesaan bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap PBB. Begitu juga menuruty Sasana (2005) hasil penelitian
menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan positif antara jumlah wajjib pajak
dengan penerimaan PBB. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan

Trigiant, dkk. (2014) menyatakan bahwa variabel jumlah wajib pajak tidak

18
UNI VERSI TAS BUNG HATTA



berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di

Kota Padang.

2.3.2 PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai keseluruhan semua barang dan
jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu
(biasanya satu tahun). Suatu rumah tangga,perusahaan,lembaga non profit tersebut
harus melakukan kegiatan ekonomi atau produksi disuatu wilayah dengan
memiliki tanah/bangunan dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun). Ada
3 pendekatan yang digunakan dalam metode perhitungan Produk Domestik
Regional Bruto terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat dari
banyaknya para pelaku ekonomi yang membutuhkan penambahan lahan/tanah dan
bangunan untuk mengembangkan usahanya dalam menambah faktor produksi
mereka. Permintaan faktor produksi akan tanah/lahan dan bangunan ini,akan
mendorong kenaikkan harga tanah yang berarti NJOP PBB juga ikut naik (

J.Kosasi.2017).

Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan seseorang untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya, termasuk membayar pajak. Kemampuan seseorang
untuk membayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek, Vyaitu tingkat

pendapatan,jumlah kekayaan dan konsumsi seseorang (Sasana Hadi, 2005)

Produk Domestic Regional Bruto disusun dalam dua bentuk,yaitu :

a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan
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Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan
yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang
dihitung menurut harga tetap. Dengan cara mendefinisikan berdasarkan
harga-harga pada tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui
Produk Domestik Regional Bruto rillnya. (BPS, 2012).
b. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku

Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku
menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah nilai tambah bruto yang
timbul dari seluruh sektor perekonomian disuatu wilayah. Nilai yang
ditambahkan ini sama dengan balas balas jasa atas ikut sertanya factor

produksi dalam proses produksi. (BPS, 2012).

2.3.4 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu variabel makro ekonomi, dimana tingkat inflasi
terjadi pada suatu negara menunjukkan perkembangan perekonomian suatu negara
(Luwihadi dan Arka, 2017).

Inflasi adalah kondisi dimana naiknya harga barang-barang yang bersifat
umum secara terus-menerus. Kenaikan harga yang dimaksut adalah harga saat ini
lebih mahal dari harga sebelumnya, kenaikan harga tertentu yang diikuti oleh
kenaikan harga-harga lainnya, jadi harga-harga lain terpengaruh dengan kenaikan

harga tertentu.

Inflasi biasanya akan mendorong tingkat harga atau nilai sewa property.

Dalam teori, nilai sewa property erat kaitannya dengan pendapatan seorang
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pemilik tanah dan oleh sebab itu wajar dan dapat dipahami untuk dijadikan dasar
bagi perpajakan. Mengaitkan nilai tanah pada laju inflasi sangat penting karena

alasan-alasan berikut (Davey,1988) :

a) Dari sudut tata usaha, sulit sekali menetapkan nilai baru tanah setiap tahun
agar mencerminkan perkembangan harga tanah umumnya. Tenggang
waktu dalam menetapkan nilai tanah yang baru akan menyebabkan
penerimaan nyata dari hasil pajak turun.

b) Penyesuaian umum terhadap inflasi akan menjadikan sistem pajak
bersangkutan lebih adil. Dewasa ini, di beberapa wilayah pajak, nilai jual
tanah sudah dinaikkan untuk mencerminkan kenaikan nilai nominalnya,
sedangkan di wilayah-wilayah lain hal ini belum dilakukan. Hal ini
menimbulkan kesenjangan antar wilayah pajak. Kesenjangan ini dapat
dihilangkan bila diterapkan sistem penyesuaian yang umum berlaku
disemua wilayah pajak.

c) Karena ahli penaksir nilai tanah langka jumlahnya, ada kecendrungan
penyesuaian ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan harga tanah
disuatu wilayah dengan nilai tanah yag cepat berubah karena kegiatan

pembangunan ekonomi.

2.3.4.1 Penyebab Inflasi

Menurut (Bediono, 2008) penyebab inflasi antara lain:

a. Demand Pull Inflation (tarikan permintaan)
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Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam

barang terlalu kuat dan terus bertambah. demand pull inflation (tarikan

permintaan) terjadi karena kenaikan permintaan agregat dimana kondisi

perekonomian telah berada pada kesempatan kerja penuh (fullemployment)
b. Cost Push Inflation (desakan biaya)

Inflasi ini timbul karena naiknya biaya produksi atau berkurangnya

penawaran agregat. Pada Cost push inflation tingkat penawaran lebih

rendah dibandingkan tingkat permintaan.

2.3.4.2 Jenis-jenis Inflasi

Inflasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis :

1. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya
Berdasarkan tingkat keparahannya,inflasi dibagi menjadi 4 yaitu;

a. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang mudah untuk menganggu
perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang/jasa
secara umum,yaitu dibawah 10% dan dapat dikendalikan.

b. Inflasi sedang,yaitu yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan
masyarakat berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan
aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada dikisaran
10%-30% pertahun.

c. Inflasi berat, vyaitu inflasi yang mengakibatkan kekacauan
perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini umumnya

masyarakat lebih memilih menyimpan barang tidak mau menabung
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karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Inflasi
ini berada di kisaran 30%-100% pertahun.

d. Inflasi sangat berat ( Hyperinflation), yaitu inflasi yang telah
mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk
dikendalikan meskipun dilakukan kebijakn moneter dan fiskal.
Inflasi ini berada dikisaran 100% ke atas pertahun.

2. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya
Berdasarkan penyebabnya, inflasi dapat dibedakan 3 yaitu:

a. Demand pull inflation,yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan
akan barang dan jasa lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh
produsen.

b. Cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya
produksi sehingga harga penawaran barang naik.

c. Bottle neck inflation, yaitu inflasi campuran yang disebabkan oleh
factor penawaran atau factor permintaan.

3. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya
Berdasarkan sumbernya, inflasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri.
Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak
daripada terjadi ketika jumlah barang/jasa tertentu berkurang
sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga naik.

b. Imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri.

Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas
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dimana ada kenaikan harga di luar negeri. Contoh, Indonesia
melakukan impor barang modal dari negara lain. Ternyata harga
barang — barang modal di negara tersebut naik, kenaikan harga
tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan

inflasi.

2.3.4.3 Dampak Inflasi

a. Dampak inflasi terhadap pendapatan
Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negative terhadap pendapatan
masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak, justru akan
mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga
meningkatkan perekonomian.
Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap
karena nilai uangnya tetap sedangkan harga barang/ jasa naik.

b. Dampak inflasi terhadap ekspor
Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi,
karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor
juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisapun
berkurang.

c. Dampak inflasi terhadap minat menabung
Seperti yang telah disebutkan pada pengertian inflasi diatas, pada kondisi
inflasi minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya,
karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil sedangkan penabung

harus membayar biaya administrasi tabungannya.
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d. Dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok
Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan pendapatan harga pokok
menjadi sulit karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase
inflasi yang terjadi dimasa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan
akurat.
Hal ini kemudian akan membuat proses penetapan harga pokok dan harga jual
menjadi tidak akurat. Pada kondisi tertentu, inflasi akan membuat para

produsen kesulitan dan mengakibatkan kekacauan perekonomian.

2.4 penelitian terdahulu

Beberapa hasil penelitian mengenai jumlah wajib pajak,produk domestic
regional bruto perkapita dan inflasi terhadap penerimaan pajak bumi dan

bangunan yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya.

2.4.1 Pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak bum dan

bangunan

Penelitian yang menggunakan variabel wajib pajak sebagai variabel
independen adalah penelitian (Hadi Sasana,2005; Makmur 2010; Faradian
Bahtiar,2011; Muliza,2013; Dania Novtarisa,2013; Ansofino,2013; Yola
Melinda,2013; afriyanah,2015; waluyo,2015). Dari penelitian yang mereka
lakukan menunjukkan bahwa wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap

peneriman pajak bumi dan bangunan.
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2.4.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Perkapita terhadap

penerimaan pajak bumi dan bangunan

Penelitian yang menggunakan variabel produk domestic regional bruto
perkapita sebagai variabel independen adalah (Hadi Sasana,2005; Dania
Novtarisa,2013; Anwari. M, 2013; Ansofino,2013; Yola Melinda,2013; Yulianis
Kurnia,2016; Nilmadesri Rosya,2016; Nora Susanti 2016; Juliana kosasi,2017;
Andreani Caroline Barus,2017). Dari penelitian yang mereka lakukan
menunjukkan bahwa Produk domestic regional bruto berpengaruh signifikan

terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2.4.3 Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan

Penelitian yang manggunakan variabel inflasi sebagai variabel independen
adalah (Hadi Sasana,2005; Afriyanah,2015; Waluyo,2015). Dari penelitian yang
mereka lakukan menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap
penerimaan pajak bumi dan bangunan.Sedangkan menurut Anwari.M, 2013
menyatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan

pajak bumi dan bangunan.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dari rumusan masalah yang dikemukakan

diatas maka rumusan masalah hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Diduga Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan

Pajak Bumi dan Bangungan di Kota Padang.
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2. Diduga PDRB Perkapita berpengaruh siognifikan terhadap Penerimaan
Pajak Bumi dan bangunan di Kota Padang.
3. Diduga Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan di Kota Padang.

2.6 Kerangka Konseptual

Sesuai dengan penelitian uraian teori dan rincian hasil sejumlah peneliti
dimasa lalu, peneliti sebuauh model kerangka konseptual yang akan dipedomani
dalam tahapan pengolahan. Dalam kerangka konseptual akan terlihat hubungan
yang dapat dibentuk antara variabel jumlah wajib pajak,jumlah bangunan,luas
lahan atau wilayah dan inflasi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di

Kabupaten Pesisir Selatan seperti yang digambarkan dibawah ini :
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Gambar Kerangka Konseptual

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kota Padang

l -

Variabel Variabel Independent

dependent \l/

v

Y = Penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan

X1 = Jumlah Wajib Pajak

X2 =PDRB

X3 = Inflasi

Analisis regresi linear Berganda Hasil dan Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik

i.  Normalitas
ii.  Heterokedastisitas l

iii.  Multikolinearitas

iv.  Autokorelasi
2. Uji hipotesis

i.  Uji R?
. UJIT
iii. UjiF

Kesimpulan dan Saran
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